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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Laporan ini yang merupakan bentuk
komitmen nyata instansi dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur kemudian dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2025 membuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang
merupakan wujud pertangungjawaban dalam mencapai sasaran-sasaran yang
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026, dalam upaya memenuhi visi
pembangunan daerah. "Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua” Sangat
disadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dalam penyajiannya, oleh
sebab itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan
demi perbaikannya. Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak
(Stakeholder) yang berkepentingan untuk menilai capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada
publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran dengan
memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi organisasi di masing-masing bagian, serta keberhasilan capaian
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saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja
yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Disamping itu LKj-IP juga memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip
Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Kami menyadari bahwa dalam
penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun materi yang
disampaikan. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja
di tahun mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam proses pembangunan
selama Tahun Anggaran 2025 serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun
Anggaran 2025.

,  Januari 2025
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

Perjanjian Kinerja yang memuat rencana, capaian/realisasi indikator kinerja dari

tujuan/sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan
bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja

Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah memenuhi target

sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan Tahun 2024. Untuk mencapai
tujuan/sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan,
program dan kegiatan seperti dirumuskan dalam rencana strategis. Untuk
mempertahankan capaian kinerja bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai
langkah dan usaha melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung sasaran
serta lebih mengintensifkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta kerja sama
dengan pihak-pihak terkait sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Tahun Anggaran 2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur ini disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB | . Pendahuluan, berisi penjelasan hal umum tentang Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur serta uraian singkat
mandat yang diberikan, antara lain : dasar hukum pembentukan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

BAB Il . Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menguraikan Visi dan Misi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, tujuan,
sasaran, strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan juga
berisi rencana kinerja Tahun Anggaran 2025.

BAB Il . Akuntabilitas Kinerja, menguraikan capaian kinerja organisasi
dan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kutai Timur selama Tahun Anggaran 2025.

BAB IV . Penutup, menguraikan penjelasan umum keberhasilan dan
kegagalan pencapaian kinerja sasaran Tahun Anggaran 2025 dan
rencana antisipasi yang akan dilakukan di masa mendatang untuk
mengatasi permasalahan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 yang telah
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disusun ini dapat memberikan manfaat, menjadi masukan dan umpan balik bagi
pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik
(good governance) merupakan issu yang paling mengemuka dalam pengelolaan
administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala
Badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah,
yang dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangannya di bidang Pendapatan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan
alat pendorong terwujudnya good governance, sesuai dengan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap
akhir Tahun Anggaran.

Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dasar
pembentukan Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Timur adalah berdasarkan
Peraturan . Sebagai Implementasi peraturan tersebut, maka disusunlah Laporan
Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari




hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam penyusunan laporan kinerja ini, capaian kinerja instansi yang tidak hanya
dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi yang telah
direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan hal ini , Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran
strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja melalui 2 (dua) Program yang terangkum
dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Indikator Kinerja Utama ini menjadi
basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Badan
Pendapatan Daerah yaitu di bidang Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, serta
kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis
organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, kepuasan stakeholders serta hal-hal
terkait sarana dan prasarana. Penyusunan LKj-IP Pemerintah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan
lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan serta realisasi yang dilaporkan dalam
LKj-IP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran

2025 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Pembentukan Organisasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Timur merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah serta dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hal tersebut
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur
penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang
Penerimaan Pajak Daerah serta dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hal
tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun




2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kutai Timur

Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kutai Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Tugas

1.

Penetapan kebijakan teknis bidang Pendapatan daerah sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis
bidang pengendalian, operasional, evaluasi dan pelaporan teknis bidang
pendapatan daerah;

perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis

bidang dana perimbangan dan penerimaan Lainnya:

Fungsi

1

menetapkan program kegiatan dan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah
sesuai dengan rencana yang di tetapkan Pemerintah Daerah serta
menyesuaikan kebijakan pusat dan provinsi;

merencanakan dan merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis
bidang pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis
dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
mengkoordinasikan, memberi saran dan masukan kepada kepala Daerah
tentang langkah yang perlu di ambil dalam Bidang Pendapatan Daerah;
menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun;

merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional di bidang
pendapatan Daerah, yang meliputi urusan sekretariat, bidang pendataan dan
penetapan, PBB P2 dan BPHTB, penagihan dan keberatan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan;

merencanakan dan menyiapkan data realisasi penerimaan dana bagi hasil atau
dana perimbangan dan dana penerimaan lainnya;




8. dan merencanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan
program strategik secara berkala;

9. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan
dengan bidang pendapatan Daerah;

10. membina unit pelaksana teknis BAPENDA;

11. menetapkan perizinan dan atau rekomendasi perijinan dan pelayanan umum
bidang pendapatan Daerah.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pendapatan Daerah mencerminkan kinerja suatu Daerah. Fluktuasi
realisasi pendapatan daerah ini terjadi pada semua unsur-unsur pendapatan daerah,
yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal

ini mempengaruhi rata-rata pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah. Ada 4

(empat) komponen dalam PAD yang berkontribusi yaitu: Pajak Daerah; Retribusi

Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan lain-lain PAD

yang Sah. Peningkatan penerimaan pajak daerah merupakan sebuah prestasi bagi

daerah. Ada 2 (dua) kemungkinan penyebab meningkatnya penerimaan pajak
daerah, yaitu (1) kenaikan objek pajak, (2) kenaikan dalam tarif pajak. Peningkatan
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kutai Timur ini diduga berkaitan dengan
salah satu faktor di atas dan adanya pengalihan kewenangan objek pajak dari pusat
ke daerah atau kewenangan dari provinsi ke kabupaten.

Pagu Pendapatan didorong melalui penggalian potensi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana

transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan

peningkatan pendapatan daerah dengan pendekatan :

1. Intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan dengan upaya optimalisasi
sumber-sumber pendapatan yang sudah tercatat atau terdaftar serta yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan cara pengawasan yang
berbasis kewilayahan;

2. Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan
dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-
sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain

menggali sumber-sumber pendapatan baru;




3. Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui
pemanfaatan Information and Communication Technologies (ICT);
4. Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan

|
|
potensi dan kajian akademik;
5. Penyelesaian pajak dan retribusi daerah yang terhutang untuk dioptimalkan
melalui penagihan secara terus-menerus dan disertai kajian mengenai Data
Cleansing.
1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Permasalahan utama yang berpengaruh pada proses pencapaian kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berupa kelemahan yang dapat
mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, antara lain adalah :
1. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak daerah maupun wajib retribusi daerah
yang masih rendah;
2. Kurang optimalnya dalam penyediaan data dan informasi secara lengkap dan
akurat mengenai potensi daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah;
3. Jangkauan dan kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur yang memiliki jarak
yang cukup jauh antar kecamatan maupun desa, sehingga petugas lapangan
menjadi lebih ekstra dalam pelaksanaan optimalisasi pajak daerah.

1.6. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi BAPENDA, terdiri dari:
e Kepala Badan
o Sekretariat, membawahi
» Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
e Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
» Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi dan
» Sosialisasi;
» Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
* Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :
» Sub Bidang Penagihan;
» Sub Bidang Keberatan, Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
e Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:

» Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;




» Sub Bidang Penetapan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak;
e Bidang PPB P2 dan BPHTB, membawahi:

» Sub Bidang Penilaian,Penelitian dan Verifikasi Data;

» Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi,
e Unit Pelaksana Teknis Daerah;

e Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISAS!
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1.7. Sumber Daya Yang Dimiliki Organisasi
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur didukung oleh sumber daya dari berbagai disiplin ilmu serta
sarana dan prasarana yang dimiliki.
a) Sumber Daya Manusia
Secara umum jumlah pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2025 berjumlah 178 orang, yang terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 73 orang, CPNS 3 orang dan PPPK
sebanyak 102 orang. Adapun data gambaran komposisi aparatur menurut




pendidikan dan kepangkatan serta distribusinya secara rinci dapat dilihat sebagai

berikut :
Tabel 1.1
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat / Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH (orang)
1. Golongan IV b 1
2. Golongan IV a 10
< | Golongan il d 23
4. Golongan lll ¢ 13
5. Golongan Il b 1
6. Golongan lll a 9
1. Golongan Il d 3
9. Golongan Il ¢ 2
10. CPNS Ill a 3
1. PPPK 102
TOTAL 178
Sumber: DUK BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025
PNS Berdasarkan
Pangkat/Golongan
m Golongan IV
Golongan IlI
m Golongan Il
. ®m CPNS
= PPPK




Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH
1 S2 20
2 S1 124
3 Dl 10
4 SMA 30
5 Paket 2
JUMLAH 186

Sumber: DUK BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari
Stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Kutai
Timur, serta Masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk
melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 — 2026. Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2016-2020 realisasi PAD berfluktuasi
cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan PAD selama lima tahun sebesar minus
8,48 persen. Ada 4 (empat) komponen dalam PAD yang berkontribusi yaitu: Pajak
Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
dan lain-lain PAD yang Sah. Di antara 4 (empat) komponen PAD ini, komponen
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berfluktuasi secara signifikan selama 2016-
2020.

Dasar hukum penyusunan Renstra OPD mengacu pada UU Nomor 23 tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah
Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Mengacu pada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana setiap organisasi perangkat Perangkat
Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi
program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang.
Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD adalah gambaran Visi
dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD.
Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen
Renja OPD per tahun. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran 2021-2026 dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat serta
peningkatan pelayanan dibidang Pendapatan Daerah, diperlukan peningkatan sistem
pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana

kerja sehingga efisiensi dan efektivitas pelayanan tercapai secara maksimal dan
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dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi
penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat memberikan
pelayanan yang baik pada masyarakat, dengan harapan agar dapat mendorong
partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah merupakan Visi
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu
pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.
Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026
adalah:

“MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode
RPJMD Tahun 2021-2026 ditetapkan misi pembangunan daerah, dalam hal ini
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan Misi 1 yaitu
mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. Tujuan 1
yang akan dicapai adalah “Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya
dan bersatu” serta Sasaran 1 yang dicapai adalah meningkatnya taraf hidup
masyarakat yang sejahtera. Selaras dari Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut memiliki
indikator kinerja yang harus dicapai adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan.

Tabel 2.1.
Indikator dan Target Sasaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya Dan Bersatu

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Menata dan Meningkatnya Optimalisasi Peningkatan Pendapatan
meningkatkan taraf hidup | Taraf Hidup sumber-sumber | Asli Daerah  dengan
masyarakat dengan | Masyarakat Yang | pendapatan melakukan pengawasan
mendorong kehidupan Sejahtera daerah sumber-sumber
masyarakat (SDM) yang penerimaan daerah
berakhlak mulia,
berbudaya dan bersatu

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

10




BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

B. Program Prioritas

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025. Pemilihan
program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD,
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

INDIKATOR
ruuAN | sasaman | PROGRAM KINERJA
(OUTCOME)
Terwujudnya Meningkatnya
Peningkatan Pendapatan Asli PoraeritassPAD
Pendapatan Daerah Program Pengelolaan
; Terhadap
Daerah Kabupaten Kutai | Pendapatan Daerah Pendapatan (%)
Kabupaten Timur Yang P ’
Kutai Timur Optimal

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Pengukuran
keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian
Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama
RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 yang ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah
ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian menurut
tujuan dan sasaran pada setiap Misi. Pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah
periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai
indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah
membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.
Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi

1
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dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja daerah
dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek
Pelayanan Umum, serta Aspek Daya Saing Daerah. Aspek kesejahteraan
masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan
(komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan
Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya
Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian
daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan.
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2.1. Perjanjian Kinerja

| Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama
untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian
kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun.
Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada
kinerja yang bersangkutan atas kegiatan tahun bersangkiutan, tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :
1). Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan SKPD untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2). Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3). Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4). Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5). Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Untuk mewujudkan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah
ditetapkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur pada

awal Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
TAHUN ANGGARAN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . SYAHFUR, S.Sos, M.Si
Pangkat Pembina Tingkat | / IV.b
NIP : 19730708 200112 1 003
Jabatan - Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARDIANSYAH SULAIMAN
Jabatan ; Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

BUPATI KUTAI TIMUR, LA BADAN
%

ARDIANSYAH SULAIMAN SYAHFUR, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19730708 200112 1 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN

2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Persentase PAD 7.14 %
dengan Optimalisasi Sumber-Sumber Terhadap Pendapatan
Pendapatan Daerah
o PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

|

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Rp  55.045.314.961
Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp  10.442.968 440

8 Kegiatan / 22 Sub Keglatan

' 1 Kegiatan / 14 Sub Keglatan

Sangat, 27 Oktober 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN SYAHFUR, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19730708 200112 1 003
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BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai
Timur pada Tahun Anggaran 2025 mendapat anggaran murni untuk
Program/Kegiatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 71.395.715.024,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga
Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh
Empat Rupiah) , dan kemudian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025
bertambah menjadi Rp. 65.488.283.401,- (Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus
Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Empat Ratus Satu
Rupiah) dengan 2 Program, 9 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan yang dikerjakan oleh
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dalam progres akhir kegiatan
total realisasi dari pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
adalah Rp. 54.258.140.181,00,- (Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh
Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
dengan persentase realisasi capaian serapan anggaran 82.85% dari Pagu Anggaran
Perubahan diatas.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah suatu wujud pertanggungjawaban kinerja dari
suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu
tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini disusun dalam
rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan. Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan
instansi pemerintahan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi
tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi dasar evaluasi yang
efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah. Pencapaian
sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target realisasi indikator sasaran
menggunakan formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut
dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis. Pengukuran kinerja tersebut diinterpretasikan dengan kategori
sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, memuaskan dan sangat
memuaskan.

A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
maka kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan tingkat
pencapaian sasaran.

Capaian kinerja yang akan dianalisa dalam laporan kali ini adalah analisa
capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran
2025 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026,
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun
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Anggaran 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran 2021-2026.

Mengukur kinerja adalah menghitung kualitas / kuantitas hasil (outcome) yang
telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator hasil (outcome) yang diukur
berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Pengukuran pencapaian kinerja
dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja
pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis
untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran
strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan perhitungan interpretasi atas
pencapaian sasaran pada Program/Kegiatan.

Tabel 3.1
Tabel Interpretasi Atas Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan

NO. KATEGORI NILAI ANGKA INTERPRETASI
1. AA >90 — 100 SANGAT MEMUASKAN
2. A >80 — 90 MEMUASKAN
3. BB >70-80 SANGAT BAIK
4. B >60 — 70 BAIK
5. cC >50 — 60 CUKUP
3 c >30 - 50 KURANG
7. D >0-30 SANGAT KURANG

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai
dengan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan membandingkan
antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja
sampai dengan tahun ini dengan target jangka. Sedangkan evaluasi capaian dan
akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis
efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis/ program/ kegiatan yang menunjang
keberhasilan/ kegagalan diuraikan untuk memberikan gambaran efektifitas dan
efesiensi pencapaian target kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:
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TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
SASARAN STRATEGIS/
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2025 REALISASI 2025
(1 (2) 3) (4) (5)
Terpenuhinya Tata Kelola
1 | Administrasi  Perkantoran | Jumlah dokumen SAKIP 6 Dokumen 6 Dokumen
dan Laporan Keuangan
Program Penunjang | Cakupan Pelayanan
Urusan Pemerintahan | Administrasi  Perkantoran 100 % 100 %
Daerah Kabupaten/Kota dan Laporan Keuangan
Meningkatnya Pendapatan
2 | Asli daerah Kabupaten ‘é‘f—,.";l?.'ﬁ Pendapatan Asli | Ry 441,156,749,882 | Rp. 550.929.888.094,23
Kutai Timur Yang Optimal
Program Pengelolaan | Persentase PAD Terhadap 7.14% 6.44%
Pendapatan Daerah Pendapatan

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025

B. EVALUASI KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakaan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam peyusunaan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure) secara memadai
hasil analisis tehadap pengukuran kinerja. Hasil evaluasi dari Inspektorat Wilayah
Kabupaten Kutai Timur atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Maka
direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hal-hal sebagai
berikut :
Melakukan reviu atas dokumen Renstra serta dokumen perencanaan lain agar setiap
dokumen memiliki keselarasan dan memiliki orientasi kinerja outcome;
Agar dokumen Renja dan dokumen IKU yang disusun digunakan untuk penyusunan
Rencana Kinér}'a Tahunan dan Anggaran Tahunan;
Target Renstra dan target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur
keberhasilan dan dimonitor pencapaiannya;
Membangun sistem pengukuran kinerja serta menetapkan ukuran kinerja sampai
dengan level pegawai terendah yang selaras dengan ukuran kinerja atasannya, yang
digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja penilaian kinerja, serta sebagai dasar

pemberian reward dan punishment;
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Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja serta melakukan pengumpulan
data secara berjenjang;

Hasil evaluasi akuntabilats kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan,
untuk mengukur keberhasilan unit kerja, serta untuk perbaikan penerapan
manajemen kinerja;

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja dilakukan pada semua Bidang di lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
selama Tahun 2025, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati
Kutai Timur berupa dokumen penetapan kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Rencana Kerja SKPD tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun
2025. Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun
Anggaran 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai 2
Program, 8 Kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah dilaksanakan yang
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2021-2026 bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Timur sesuai Aspek/Fokus/indikator kinerja pembangunan daerah adalah Persentase
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan (Penerimaan Daerah) dimana
mengukur tingkat perkembangan pendapatan daerah dari PAD berupa Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lainnya. Dalam Perjanjian Kinerja
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran 2025
NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET
(1) (2) 3) (4) ()

17. | Optimalisasi Sumber-sumber | Peningkatan Pendapatan Asli % 7,14

Pendapatan Daerah Daerah dengan melakukan

pengawasan sumber-sumber

penerimaan daerah

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025
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Hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Timur pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tersebut pada tabel di

bawah ini:
Tabel 3.4
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025
Indikator Capaian | Target | Realisasi | Persentase
NO Kineria Satuan | Tahun Tahun Tahun Capaian Kategori
o 2024 2025 2025 | Tahun 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Persentase
1 | PAD terhadap % 516%% | 7,14% 6,44% 90,19% A
Pendapatan

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan dengan target 7,14% dan realisasi
6,44% sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 sebesar 90,19% dengan
interpretasi kategori “A” atau “Memuaskan”.
Salah satu sasaran dalam misi 1 dari Bupati Kutai Timur yang
terangkum dalam Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya taraf
yang
menggunakan metode pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan upaya

hidup masyarakat sejahtera. Pencapaiannya dilaksanakan dengan
optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah tercatat atau terdaftar serta
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan cara
pengawasan yang berbasis kewilayahan serta menggali sumber-sumber pendapatan
dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-
sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain

menggali sumber-sumber pendapatan baru.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kebijakan  untuk  mengintensifkan  sumber pendapatan dan
mengekstensifikasikan penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan
potensi pendapatan dilakukan tetapi masih dalam koridor prinsip keadilan dan fokus
terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuan peningkatan pendapatan
adalah semata-mata untuk peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.

Adapun penyederhanaan sistem dan prosedur serta peningkatan kualitas
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pengelolaan manajemen pendapatan daerah dilaksanakan demi meningkatkan

efisiensi dan efektifitas dalam aktivitas pengelolaan pendapatan daerah. Adapun

upaya, dalam meningkatkan perolehan pendapatan daerah Tahun 2025 adalah
sebagai berikut :

1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah, dan
penyusunan regulasi penerimaan retribusi daerah merupakan upaya optimalisasi
terhadap perangkat daerah penghasil dan objek retribusi yang menjadi potensi
baru pendapatan dari retribusi daerah yang belum bisa dipungut;

2) Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis pajak dan retribusi
daerah yang sudah ada dan potensial untuk dipungut melalui berbagai metode
seperti observasi langsung ke waijib pajak;

3) Melibatkan kaum milenial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
meningkatkan pajak daerah;

4) Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat berbasis layanan online, dengan
menyederhanakan prosedur;

5) Menghitung potensi pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame,
penerangan jalan, mineral batuan non logam, parkir, air bawah tanah, sarang
burung walet, PBB sektor P2, dan BPHTB serta retribusi daerah untuk jasa umum,
jasa usaha, dan perizinan tertentu;

6) Memelihara database melalui database management system (DBMS) terkait objek
pajak dan retribusi daerah;

7) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan
sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas. Untuk meningkatkan efisiensi
pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pemerintah Kabupaten Kutai Timur
hendaknya memanfaatkan teknologi informasi;

8) Melaksanakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada
masyarakat khususnya para pengusaha mengenai ketentuan pajak dan retribusi
daerah;

9) Upaya meningkatkan pendapatan dari sektor Lain-lain PAD yang Sah, dengan
melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil, kemudian
optimalisasi tim pendapatan dari sektor retribusi dan Lain-Lain PAD Yang Sah
serta melakukan monitoring dan survey potensi Lain-Lain PAD Yang Sah;

10)Melakukan koordinasi dengan badan usaha milik daerah untuk meningkatkan

pendapatan dari perusahaan daerah yang belum optimal;
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11)Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengupayakan sinergitas kolaborasi
dengan kabupaten/kota untuk bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing
mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui perjanjian
kerjasama untuk terlibat secara aktif baik dari sisi anggaran dan sumber daya.
Analisis capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terhadap capaian Tahun
Anggaran 2025 menunjukkan persentase kenaikan capaian. Berikut dapat dilihat
pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta
Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

PERSENTASE
KENAIKAN/PENURUNAN
INDIKATOR | ¢, R?AL'SAS' T:ﬁﬁ'dﬂf_'u REALISAS| TAHUN
NO | "kiNErsa | SATY AHUN ANGGARAN 2025 VS
2025 TAHUN N-1
2023 | 2024 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase
4 |PAD Terhadap| % 6.44 1066 | 516 23.80 97.40
Pendapatan

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025

Dari hasil perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024,
Realisasi Indikator Kinerja mengalami kenaikan senilai 23,80% (Dua Puluh Tiga
Koma Delapan Puluh Persen) di Tahun 2023 dan kenaikan 97,40% (Sembilan Puluh
Tujuh Koma Empat Puluh Persen) di Tahun 2024. Hal tersebut tersebut dikarenakan
terjadi kenaikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di akhir tahun
Perubahan APBD Tahun 2025.

Tabel 3.6
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target
Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Renstra SKPD

PERSENTASE
REALISASI TARGET CAPAIAN TERHADAP
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN RENSTRA TAHUN- TARGET RENSTRA
KINERJA ANGGARAN TAHUN-
2025 2023 | 2024 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase
4 | PAD Terhadap % 6,44 6,98 7,05 4476 182,17
Pendapatan
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Dari hasil perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan
Target Jangka Menengah Yang terdapat dalam dokumen Renstra SKPD 2 (dua)
tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024, Persentase capaian terhadap
target Renstra 2 tahun sebelumnya adalah 44,76% (Empat Puluh Empat Koma Tujuh
Puluh Enam Persen) di Tahun 2023 dan capaian terhadap target Renstra 182,17%
(Seratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Belas Persen) di Tahun 2024. Hal tersebut
tersebut dikarenakan terjadi kenaikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di akhir tahun Perubahan APBD Tahun 2025.

D. REALISASI ANGGARAN

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan
anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas anggaran,
transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian
kinerja yang optimal. Seiring dengan Otonomi Daerah maka semangat desentralisasi,
demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen
bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah
adalah dalam konteks memantapkan desentralisasi fiskal yang menganut prinsip
"Money Follows Function" yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan
alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui sumbersumber
pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, alokasi dana dari
pemerintah pusat, dan pemerintah propinsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas
ada tiga kebijakan yang diimplementasikan dalam kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yaitu : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan belanja dan
Pengelolaan pembiayaan daerah.

Kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab
mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan
oleh kemampuan daerah masingmasing dalam mengusahakan pembiayaan
pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk
membiayai pembangunannya. Dalam merencanakan target pendapatan daerah
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memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi penerimaan Tahun lalu, potensi, kebijakan dan asumsi
pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis
pendapatan, obyek pendapatan serta rincian obyek pendapatan. Dalam upaya
peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan
kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan
pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan
prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan
ketaatan waijib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian
dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya
efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,
ketepatan dan kecepatan pelayanan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan
sesuai dengan potensi pungutan. Regulasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan
Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi).
Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha milik Daerah yakni PDAM Kabupaten
KutaiTimur dan Bank Kaltim untuk meningkatkan kontribusi kepada Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan
sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta
pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi
yang memadai.

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kutai Timur melalui APBD Kabupaten Kutai Timur yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 melaksanakan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 65.488.283.401,00,- (Enam Puluh Lima Milyar Empat
Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat
Ratus Satu Ribu Rupiah) dengan 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 41
(empat puluh Satu) Sub Kegiatan. Secara lengkap program dan kegiatan serta
indikator yang dicapai dapat dilihat pada tabel Progres Fisik dan Keuangan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 (terlampir).
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BABIV
PENUTUP

Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dasar
pembentukan Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Timur adalah berdasarkan
Peraturan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur
penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang
Penerimaan Pajak Daerah serta dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hal
tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun
2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah mencerminkan kinerja suatu Daerah. Fluktuasi
realisasi pendapatan daerah ini terjadi pada semua unsur-unsur pendapatan daerah,
yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal
ini mempengaruhi rata-rata pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah. Ada 4
(empat) komponen dalam PAD yang berkontribusi yaitu: Pajak Daerah; Retribusi
Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan lain-lain PAD
yang Sah. Peningkatan penerimaan pajak daerah merupakan sebuah prestasi bagi
daerah. Ada 2 (dua) kemungkinan penyebab meningkatnya penerimaan pajak
daerah, yaitu (1) kenaikan objek pajak, (2) kenaikan dalam tarif pajak. Peningkatan
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kutai Timur ini diduga berkaitan dengan
salah satu faktor di atas dan adanya pengalihan kewenangan objek pajak dari pusat
ke daerah atau kewenangan dari provinsi ke kabupaten.

Permasalahan utama yang berpengaruh pada proses pencapaian kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berupa kelemahan yang dapat

mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, antara lain adalah :
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1. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak daerah maupun wajib retribusi daerah
yang masih rendah;

2. Kurang optimainya dalam penyediaan data dan informasi secara lengkap dan
akurat mengenai potensi daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah;

3. Jangkauan dan kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur yang memiliki jarak
yang cukup jauh antar kecamatan maupun desa, sehingga petugas lapangan
menjadi lebih ekstra dalam pelaksanaan optimalisasi pajak daerah.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah merupakan Visi
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu
pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.
Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026
adalah:

“MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA’

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode
RPJMD Tahun 2021-2026 ditetapkan misi pembangunan daerah, dalam hal ini
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan Misi 1 yaitu
mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. Tujuan 1
yang akan dicapai adalah “Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan
mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan
bersatu” serta Sasaran 1 yang dicapai adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat
yang sejahtera. Selaras dari Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut memiliki indikator
kinerja yang harus dicapai adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya
solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun
eksternal, terhadap berbagai target yang tercapai maupun tidak tercapai, Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan langkah yang
konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan
dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2025
akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja,
program dan kegiatan agar dapat dicapai lebih baik dari Tahun sebelumnya. Evaluasi
juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar
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kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini
mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari
visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, pada
hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,
kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan
demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang
ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan
publik

Adanya dukungan dari pemerintahan dalam memfasilitasi serta menjalankan
kebijakan-kebijakan yang berhubungan dan mendukung keberhasilan program-
program yang dilakukan dan dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang maksimal
dan dapat diteruskan secara berkesinambungan pada tahun-tahun selanjutnya.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan
pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Akhirnya dengan
tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur kunci keberhasilan dalam
pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan menjadi bahan referensi
evaluasi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditahun berikutnya.

emblna Tlngkat I I IV.b
NIP. 19730708 200112 2 005
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